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Kemenhut Membatasi Luas Konsesi Hutan Produksi

Menteri Kehutanan Republik Indo-
nesia telah mengeluarkan Peratu- 
ran Menteri Kehutanan R.I. Nomor 
P.8/Menhut-II/2014 tentang Pem-
batasan Luas Izin Usaha Peman-
faatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKK) 
dalam Hutan Alam, IUPHKK Hutan 
Tanaman Industri atau IUPHKK 
Restorasi Ekosistem Pada Hutan 
Produksi (“Permenhut No. 8/2014”). 
Peraturan ini diterbitkan untuk 
mengatur pembatasan luasan izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada hutan tanaman industri, 
restorasi ekosistem dan hutan 
alam. Dalam peraturan ini, luasan 
areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (“IUPHKK”) dibatasi 
dengan luas 50.000 hektar untuk 
setiap izin konsesi dan paling 
banyak dua izin untuk satu perusa-
haan atau satu induk perusahaan. 
Pembatasan ini meliputi Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hu- 
tan Alam (“IUPHKK-HA”), Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Res- 

torasi Ekosistem (“IUPHKK-RE”) dan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hu- 
tan Kayu Hutan Tanaman Industri 
(“IUPHKK-HTI”). Pemerintah dalam 
hal ini memberikan batasan yang 
berbeda pada daerah tertentu, 
yaitu khusus untuk provinsi Papua 
dan provinsi Papua Barat batasan 
luas lahan diberikan paling luas 
100.000 hektar untuk setiap izin 
konsesi dengan pembatasan izin 
paling banyak dua izin untuk satu 
perusahaan atau satu induk peru-
sahaan.

Direktur Jenderal Bina Usaha Ke- 
hutanan Kementerian Kehutanan 
(“Dirjen Bina Usaha Kehutanan 
Kemenhut”), Bambang Hendroyo-
no, menginformasikan bahwa pem-
batasan luas konsesi hutan pro- 
duksi ini tidak akan berdampak ter- 
hadap pelaku usaha hutan produksi 
saat ini karena peraturan ini hanya 
berlaku terhadap izin-izin baru.1  
Pembatasan ini bertujuan untuk men- 

ciptakan keseimbangan dan men-
dorong tumbuhnya industri kehu- 
tanan yang lebih banyak. Dengan 
dilakukannya pembatasan pada 
luas lahan usaha ini maka areal 
hutan produksi yang tersisa dapat 
dimanfaatkan secara optimal dan 
pembangunan industri kehutanan 
dapat dilakukan secara merata, 
termasuk realisasi hutan tanaman 
rakyat (HTR). Dijelaskan lebih lan- 
jut, bahwa dengan areal yang di- 
perkecil maka implementasi Pe- 
manfaatan Hutan Produksi Lestari 
(“PHPL”) dapat lebih optimal dan 
areal konsesi yang tidak dikelola 
dengan baik dapat segera ter- 
awasi. Direktur Konservasi World 
Wildlife Fund (“WWF”), Nazir Foe- 
rad, menginformasikan bahwa se- 
lama ini masih terdapat ketimpa- 
ngan yang tinggi atas kepemilikan 
lahan hutan. Beberapa perusahaan 
besar diinformasikan mengelola 
lebih dari 1.000.000 ha. 2 Dengan 
diterbitkannya peraturan ini, di- 
harapkan ketimpangan ini dapat 
dihilangkan dan meningkatkan ke- 
sempatan masyarakat dan kope- 
rasi untuk memiliki lahan hutan. 
Dengan demikian, konflik sosial 
juga dapat dihindarkan. 

Permenhut ini mulai berlaku pada 
tanggal 17 Januari 2014. Bagi peru-
sahaan yang telah dalam proses 
pengajuan izin lahan kehutanan 
sebelumnya dan/atau telah memi-
liki izin sebelum peraturan ini ber- 
laku tetap dapat melakukan usaha 
sesuai dengan luas izin yang dimiliki.   

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru terkait usaha pemerin-
tah untuk membatasi luas lahan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Hal ini dilakukan pemerintah 
untuk menyeimbangkan kepemilikan lahan dan menghindari peluang praktek monopoli dan oligopoli 
dalam usaha pemanfataan hasil hutan produksi.

 1  Investor Daily Indonesia, 2014.
2 Republika Online, 2014.
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OJK Realisasikan Penyempurnaan Regulasi
Pasar Modal Syariah

Seperti yang diinformasikan OJK 
melalui Siaran Pers OJK tanggal 20 
Mei 2014, saat ini Direktorat Pasar 
Modal Syariah sedang memproses 
penyempurnaan peraturan terkait 
pasar modal syariah, khususnya 
Peraturan IX.A.13 tentang penerbi-
tan efek syariah dan sedang dalam 
penyusunan untuk dapat diterbitkan 
tahun ini. Hal-hal yang disempur-
nakan dan akan diatur dalam pera-
turan baru tersebut diantaranya 
adalah, peraturan transaksi syariah 
di pasar modal, penyederhanaan 
dokumentasi pernyataan pendaf- 
taran, penyempurnaan kecukupan 
keterbukaan informasi terkait sukuk, 
penyempurnaan terkait pedoman 
kontrak perwaliamanatan sukuk, 
penyempurnaan pengaturan jenis- 
jenis reksa dana syariah, pengaturan 
terhadap relaksasi pilihan dan ba- 
tasan portfolio reksa dana syariah, 
pengaturan Efek Beragun Aset (“EBA”) 
Syariah dan pengaturan tentang 
Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) dan 
Ahli Syariah dalam penerbitan efek 
syariah. 

OJK menginformasikan lebih lanjut 
bahwa kajian Road Map Pasar Modal 
Syariah sedang disusun oleh Direk-
torat Pasar Modal Syariah OJK dan 
diharapkan dapat menjadi acuan 
dalam pengembangan pasar modal 
syariah dalam jangka menengah lima 
tahun ke depan. Topik utama yang 
dijadikan perhatian dalam pengem-
bangan pasar modal syariah antara 
lain adalah peningkatan produk 
syariah di pasar modal, pember-
dayaan peran pelaku pasar dalam 
kegiatan pasar modal syariah, perlu-
asan basis investor, penguatan ke- 
rangka regulasi dan peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia 
(human capital).  

Terkait dengan pengembangan pa- 
sar modal syariah, OJK juga telah 
menerbitkan Daftar Efek Syariah 
yang baru untuk periode I 2014, 
melalui Keputusan Dewan Komisio- 
ner OJK Nomor Kep-24/D.04/2014 
tentang Daftar Efek Syariah (DES) 
(“Keputusan OJK No. 24/2014”).  
Pada Periode I 2014, tercatat jumlah 
emiten dan perusahaan terbuka 

dalam pasar modal syariah seba- 
nyak 584, meningkat dari periode 
sebelumnya yaitu Periode II 2013 
yang tercatat sebanyak 568 emiten 
dan perusahaan terbuka. Total sa- 
ham yang masuk DES I 2014 seban-
yak 322 saham dan pada DES II 2013 
sebanyak 328 saham. DES ini me- 
rupakan panduan investasi bagi para 
pengguna atau pelaku investasi sya- 
riah yaitu manajer investasi penge-
lola reksa dana syariah, asuransi 
syariah dan investor yang berkeingi-
nan untuk berinvestasi pada Portfo-
lio Efek Syariah serta panduan bagi 
penyedia indeks syariah, seperti PT 
Bursa Efek Indonesia yang mener-
bitkan Jakarta Islamic Index dan 
Indeks Saham Syariah Indonesia. 

Saat ini industri keuangan berbasis 
syariah semakin berkembang de- 
ngan cepat baik di negara-negara 
maju Eropa maupun Asia, seperti 
diumumkan oleh the World Islamic 
Financial Forum London bahwa in- 
dustri keuangan syariah di Inggris 
telah berkembang dengan cepat 
bahkan 50 persen lebih cepat di- 
bandingkan perbankan konvensional. 
Begitu juga pada negara-negara 
Asia, seperti Malaysia, Singapura 
dan Hongkong. Melihat kondisi ini, 
OJK optimis Indonesia dapat ber- 
saing untuk menjadi pusat keuangan 
syariah di kawasan Asia. Pasar mo- 
dal berbasis syariah akan berkem-
bang dengan cepat di Indonesia se- 
iring dengan edukasi yang terus di- 
lakukan oleh bursa.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) akan segera menyelesaikan penyempurnaan regulasi di bidang pasar 
modal syariah tahun ini, seperti yang dikemukakan oleh Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawas Pasar 
Modal I, Sarjito. Penyusunan atas penyempurnaan peraturan OJK tentang pasar modal syariah khusus- 
nya  Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah (“Peraturan IX.A.13”)  diharapkan dapat 
diselesaikan pada tahun 2014 ini. 1  

1 Siaran Pers OJK, 2014.
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Peraturan Pemerintah Mengenai Sumber Daya Industri

Direktorat Jenderal Basis Industri 
Manufaktur (“BIM”) Kementerian 
Perindustrian mengungkapkan bah- 
wa rancangan peraturan ini diben-
tuk agar setiap industri dalam ne- 
geri mampu menciptakan nilai tam- 
bah. Untuk mewujudkan hal terse-
but, tugas pemerintah adalah un- 
tuk memastikan bahwa pasokan 
sumber daya alam untuk semua 
industri dalam negeri tidak boleh 
sampai terganggu. Pemerintah le- 
bih lanjut mengatakan bahwa de- 
ngan sumber daya alam yang ter- 
sedia tersebut, diharapkan dapat 
tercipta industri yang mampu ber- 
saing dan tetap berkelanjutan. Hal 
ini sejalan dengan langkah peme- 
rintah yang telah mencanangkan 
Master Plan Percepatan dan Perlu-
asan Pembangunan Ekonomi Indo-
nesia (“MP3EI”) yang pada dasar- 
nya adalah peningkatan nilai tambah, 

konektivitas dan peningkatan kua- 
litas sumber daya manusia dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. MP3EI 
sendiri sebagian besar adalah pem- 
bangunan di sektor industri.

Setidaknya ada tiga bagian penting 
yang akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah tentang Sumber Daya 
Industri tersebut. Pertama, men-
genai sumber daya alam. Penga-
turan mengenai sumber daya alam 
ini yakni tentang tata kelola dari 
sumber daya alam khususnya di 
sektor industri. Setiap industri di- 
harapkan menggunakan sumber 
daya alam yang lebih efisien, lebih 
sustainable, dan ramah lingkungan, 
tentang larangan dan pembatasan 
pemanfaatan kekayaan alam da- 
lam rangka menjaga pasokan bagi 
industri dalam negeri, serta pa- 
sokan dari industri itu sendiri. 

Selain itu, dalam rancangan Pera-
turan Pemerintah ini juga terdapat 
larangan untuk mengekspor sum- 
ber daya alam ke luar negeri. Kedua 
ialah tentang standar kompetensi 
kerja nasional dan bagaimana 
memberlakukan standar kompe-
tensi kerja ini serta bagaimana 
pengaturan tenaga kerja asing di 
dalam negeri. Ketiga adalah ma- 
salah teknologi, yakni bagaimana 
membeli proyek dari luar untuk 
dikembangkan di dalam negeri, 
kemudian dibangun sampai jadi 
yang akhirnya dioperasikan. Se- 
mentara bagian lainnya yang diba-
has pada teknologi ialah pada jami-
nan risiko. Kalau ada penelitian dan 
pengembangan (litbang) dalam ne- 
geri, kemudian ada industri yang 
menggunakan hasil dari litbang, 
maka akan ada jaminan dari peme- 
rintah.

Terkait penyusunan peraturan ini, 
Direktorat Jenderal BIM akan me- 
lakukan diskusi dengan stakeholder 
lainnya termasuk kementerian-ke-
menterian lain yang punya kaitan 
dengan sumber daya alam seperti 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Alam (“ESDM”), Kementerian 
Kehutanan, dan Kementerian Ling- 
kungan Hidup. Pembicaraan dengan 
kementerian lain dimaksudkan untuk 
menyesuaikan dengan aturan-aturan 
yang sudah ada supaya jika ada 
yang belum maka akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah tersebut. 
Pembahasan lintas kementerian 
ini direncanakan akan selesai pada 
pertengahan Juni 2014 ini.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian saat ini sedang membahas pembentukan Peraturan 
Pemerintah tentang sumber daya industri. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dirasakan sangat 
penting guna memperkuat industri nasional.
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Peran OJK dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan

Program green banking adalah 
suatu upaya untuk merubah para-
digma pembangunan nasional dari 
greedy economy menjadi green 
economy. Greedy economy me- 
rupakan istilah dimana pertumbu-
han ekonomi hanya difokuskan 
pada pertumbuhan GDP, melaku-
kan eksploitasi kekayaan alam, dan 
aktivitas ekonomi yang bertumpu 
pada utang. Sedangkan di sisi lain, 
green economy melihat pertum-
buhan ekonomi dari sudut pandang 
keseimbangan 3P (People, Profit, 
Planet), perlindungan dan pengelo-
laan kekayaan alam, serta partisi-
pasi semua pihak. Konsep 3P inilah 
yang menjadi dasar pembangunan 
berkelanjutan (sustainable develop- 
ment). Pembangunan ini tidak ha- 
nya memaksimalkan keuntungan 
ekonomi semata, namun juga se- 
cara aktif menjaga kelestarian ling- 
kungan hidup dan juga kepedulian 
sosial. Kebijakan ini diharapkan akan 
mengharmonisasikan kebijakan pem- 
bangunan nasional dengan pen-
danaan pembangunan.

Kerjasama ini setidaknya berisi 
lima hal, antara lain terdiri dari 
harmonisasi kebijakan di sektor 
jasa keuangan dengan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup, harmonisasi 
kebijakan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup de- 
ngan kebijakan di sektor jasa ke- 
uangan, penyediaan dan peman-
faatan data dan informasi Ling- 
kungan Hidup untuk pengemban-
gan jasa keuangan berkelanjutan, 
penelitian/survei dalam rangka 
penyusunan konsep kebijakan di 
bidang keuangan berkelanjutan, 
dan peningkatan kapasitas dan 
kompetensi  sumber daya manusia 
pada sektor jasa keuangan, khu- 
susnya di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan dibentuknya OJK, maka 
kegiatan dalam rangka melaksa- 
nakan program green banking yang 
semula berada di bawah Bank Indo-
nesia, akan diserahkan kepada 
OJK. Kebijakan ini akan menjadi 
dasar bagi OJK dalam melanjutkan 
kegiatan perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup tersebut 
dari sisi jasa keuangannya. Ca- 
kupan industri yang diatur juga 
semakin luas, yang awalnya hanya 
terdiri dari industri perbankan, 
saat ini menjadi lembaga jasa ke- 
uangan. Kesepakatan kerjasama 
ini juga memungkinkan OJK untuk 
melakukan pengawasan terhadap 
pelaku industri keuangan dalam 
menyalurkan kredit bagi proyek 
yang memiliki dampak pada ling- 
kungan hidup dan sosial.

Kerjasama ini diharapkan akan se- 
makin mendorong para pelaku da- 
lam industri jasa keuangan paham 
dan mau ikut serta dalam pemba- 
ngunan berkelanjutan yang berwa-
wasan lingkungan. Lebih lanjut lagi, 
dengan adanya kerjasama ini akan 
terjadi peningkatan portofolio pen- 
danaan proyek yang berwawasan 
lingkungan serta ikut membantu 
menyelesaikan permasalahan eko- 
nomi nasional terkait kemandirian 
di bidang energi, pertanian dan industri.
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Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menandatangani nota ke- 
sepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) tentang pe- 
ningkatan peran lembaga jasa keuangan dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan jasa keuangan 
berkelanjutan. Kerjasama ini merupakan program lanjutan dari 
kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dengan Bank Indonesia mengenai green banking. Kerja sama ini 
ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar 
Kambuaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad 
pada hari Senin, 26 Mei 2014.


